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WALI KOTA BALIKPAPAN 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

 

NOMOR         TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BALIKPAPAN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan 

Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu 

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2025-2029;  

Mengingat 

 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

https://drive.google.com/file/d/1N4UKjYtcH4b-ij7floetWUrkBWIZ2mqq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N4UKjYtcH4b-ij7floetWUrkBWIZ2mqq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N4UKjYtcH4b-ij7floetWUrkBWIZ2mqq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N4UKjYtcH4b-ij7floetWUrkBWIZ2mqq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N4UKjYtcH4b-ij7floetWUrkBWIZ2mqq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N4UKjYtcH4b-ij7floetWUrkBWIZ2mqq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N4UKjYtcH4b-ij7floetWUrkBWIZ2mqq/view?usp=sharing
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Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat 

II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 

Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

194); 

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
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Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Balikpapan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota 

Balikpapan Nomor 8 Tahun 2025, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Balikapan Nomor 75); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

dan 

WALI KOTA BALIKPAPAN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 

2025-2029. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.  

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.  

3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. 

4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Balikpapan.  

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah.  

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dam pemerataan 

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 

sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.  

8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk 

menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang 

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di 

daerah.  

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun.  

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 

(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 

jabatan kepala daerah.  

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.  

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun.  
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13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun.  

 

BAB II 

RPJMD TAHUN 2025-2029 

Pasal 2 

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana 5 (lima) tahun yang 

menggambarkan:  

a. Visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan  

b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program 

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai 

dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.  

(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah.  

BAB III  

SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2025-2029  

Pasal 3  

(1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi:  

a. BAB I  : Pendahuluan;  

b. BAB II  : Gambaran Umum Kondisi Daerah;  

c. BAB III  : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan   

  Daerah;  

d. BAB IV  : Program Perangkat Daerah dan Kinerja     

  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan  

e. BAB V  : Penutup  

(2) Rincian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini.  

 

Pasal 4  

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan 

pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, 

dan pelayanan publik.  

 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
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Pasal 5 

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.  

(2) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

BAB V 

PERUBAHAN RPJMD 

Pasal 6 

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:  

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses 

perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan 

rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan;  

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa subsansi yang 

dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  

c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya 

bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, 

gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan 

nasional; atau  

d. Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan 

kebijakan nasional.  

 

(2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku 

RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.  

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.  
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BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir 

pemerintahannya.  

(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 

dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun 

berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kota Balikpapan tahun 2005-

2025 dan target Kinerja RPJMD 2025-2029 yang belum tercapai, sebelum 

RPJMD periode berikutnya ditetapkan.  

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam 

penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota terpilih berikutnya.  

(4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali 

Kota Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030.  

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota 

Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan 

Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 

60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.  

 

Ditetapkan di Balikpapan  

pada tanggal  

WALI KOTA BALIKPAPAN, 

 

RAHMAD MAS’UD 
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Diundangkan di Balikpapan  

pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  

 

MUHAIMIN 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN … NOMOR … 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

ELYZABETH E.R.L. TORUAN 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 

 

I. UMUM 

Kota Balikpapan merupakan salah satu pusat pertumbuhan 

ekonomi terbesar di Kalimantan Timur, dengan peran utama sebagai 

simpul industri pengolahan dan logistik regional. Meskipun secara 

administratif tidak termasuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), 

Kota Balikpapan secara fungsional memegang peran strategis sebagai 

kota penyangga yang mendukung mobilitas penduduk, arus logistik, 

serta konektivitas kawasan sekitarnya. 

Secara makro, indikator pembangunan Kota Balikpapan 

menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 80,11 pada tahun 2019 

menjadi 82,62 pada tahun 2024, mengindikasikan kemajuan signifikan 

dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Tingkat 

kemiskinan berada pada level sangat rendah, yakni sebesar 2,23 persen 

pada tahun 2024, menurun dari 2,45 persen pada tahun 2022. Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita pada tahun 2024 tercatat 

sebesar Rp. 214,11 juta, mencerminkan kapasitas ekonomi yang relatif 

tinggi dibandingkan dengan rata-rata daerah lainnya di Indonesia. 

Namun demikian, tantangan pembangunan tetap hadir dalam 

bentuk ketimpangan spasial, tekanan terhadap infrastruktur dasar, 

peningkatan kebutuhan pelayanan publik, serta tuntutan terhadap 

kualitas lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk dan ekspansi 

kawasan perkotaan menimbulkan tekanan terhadap penyediaan air 

minum, sistem drainase, sanitasi, serta pengelolaan limbah padat dan 

cair. Selain itu, tantangan perubahan iklim dan kebutuhan 

dekarbonisasi turut menuntut respons kebijakan yang adaptif dan 

berbasis keberlanjutan. 

Merespons dinamika pembangunan dan proyeksi kebutuhan 

masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan sejumlah fokus 

prioritas dalam rancangan RPJMD 2025–2029. Fokus pembangunan 
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tersebut meliputi penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas 

layanan publik, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta 

reformasi birokrasi yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan 

yang bersih, efektif, dan akuntabel. Isu-isu strategis tersebut 

dirumuskan berdasarkan hasil kajian teknokratik, konsultasi publik, 

serta sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD), serta arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan 

perumusan yang bersifat partisipatif dan berbasis data, diharapkan 

dokumen RPJMD ke depan dapat menjadi landasan kebijakan yang 

akurat, responsif, dan berdaya guna tinggi. 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Balikpapan merupakan mandat konstitusional yang 

dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sebagaimana diatur dalam sistem 

pembangunan nasional di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Dokumen RPJMD berfungsi sebagai pedoman operasional dan arah 

kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, sehingga proses 

penyusunannya memerlukan landasan ilmiah dalam bentuk naskah 

akademik. RPJMD disusun untuk memberikan justifikasi filosofis, 

sosiologis, dan empiris dalam merumuskan visi, misi, serta sasaran 

pembangunan daerah yang terukur, inklusif, dan selaras dengan 

kebijakan pembangunan nasional serta kebutuhan riil masyarakat. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 
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Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR … 

 

 

 

 

 

 


